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BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

Nama SOP

Pelaporan Pelaksanaan Informasi
Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Nomor 211.3/Kpts/HM.130/H/03/2020

- Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan

komputer

- Menguasai tata kelola aplikasi website dan Portal PPID

Kementan

- Memahami kondisi tata cara pengaturan memperoleh informasi
publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat
terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan
peraturan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Pelaporan Pelaksanaan Informasi Publik

- Seperangkat komputer dan alat tulis
- Seperangkat komputer dan alat tulis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Terabaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan terhambatnya
pendokumentasian informasi publik yang dapat memperlambat pemberian layanan
informasi publik yang dapat memperlambat pemberian layanan informasi publik

- Laporan
- Portal PPID
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NO:1.1.1.17/SOP/BRMP GTLO/05/2026
SOP PELAPORAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

. PPID Pembantu Utama melakukan Monitoring dan Evaluasi

. Laporan pelayanan informasi publik dibuat minimal setahun sekali

. Laporan tahunan diserahkan kepada PPID Pelaksana Eselon I tembusan ke PPID Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir
. Laporan paling kurang memuat :

. Jumlah permintaan pelayanan informasi yang diterima

. Jenis informasi yang dimohon

. Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan pelayanan informasi publik

. Jumlah pelayanan yang diberikan/ditolak

. Jumlah pengajuan keberatan

. Jumlah yang diselesaikan melalui Komisi Informasi



